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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
tidak  dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di ذ
atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س





 Sad ṣ es (dengan titik ص
dibawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 






Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 







a dan i 
 
 ى وَ 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 





















a dan garis di 
atas 
 kasrah danyā’ I ى
i dan garis di 
atas 
 ḍammahdan wau Ū ىو
u dan garis di 
atas 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 





Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa 
alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. = 





Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama 
juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
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Skipsi ini berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi 
Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus 
Pengadilan Negeri Pangkep) Pokok permasalahan pada penelitian ini bagimana 
pertimbangan hukum hakim tentang proses penetapan ganti rugi dalam pengalihan 
tanah untuk pembangunan rel kereta api di pengadilan negeri pangkep dan 
bangaimana putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan kereta api 
pada pengadilan negeri pangkep. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-
data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu 
data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis 
data yang memiliki kaitannya dengan skripsi penulis. Penelitian ini dilakukan di 
Pengadilan Negeri Pangkep provinsi Sulawesi Selatan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Ketentuan hukum dan 
pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beragam atau 
berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Majelis hakim 
memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah 
sawah, bukan tanah kebun, bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang 
lainnya. Majelis hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah 
sawah, karena majelis hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada 
beberapa petunjuk, berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di 
suatu daerah. Putusan perkara ini yang dihadapi oleh majelis hakim, yakni 
kurangnya ketidak tahuan pihak-pihak dalam mengajukan saksi, saksi fakta namun 
tidak jelas, bukti-bukti surat yang diajukan belum begitu lengkap, pemohon tidak 
mengajukan aprisial pembanding, dalam artian harusnya pemohon semua 
mengajukan aprisial pembanding, majelis hakim bisa mengambil pertimbangan, 
bahwa apa yang dikatakan ahli pembanding itu bisa dapat mengabulkan 
permohonan secara keseluruhan, tapi karena itu tidak ada pembanding, sehingga 
pertimbangan majelislah hanya mengacu pada tanah tersebut. 
Implikasi pada penelitian ini diharapkan masyarakat atau pemohon untuk 
bisa lebih menguasai perkaranya apa yang diinginkan pada saat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga dalam berperkara bisa 
dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan dan berlandaskan hukum yang telah 
ditetapkan oleh pihak penegak  hukum. 








A. Latar Belakang Masalah 
Tanah Begitu penting bagi kehidupan manusia. Dimana tanah mempunyai 
peranan penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, serta 
sumber penghidupan. Sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1945 
menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekanyaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-beasarnya kemakmuran 
rakyat”. 
Kehidupan manusia bergantung pada tanah, sehingga manusia selalu 
berusaha untuk dapat memperoleh dari hasil tanah. Sehingga tanah merupakan 
barang yang berharga dan merupakan bahan incaran setiap orang untuk 
memilikinya. Kondisi demikian yang menyebabkan harga tanah terus meningkat. 
Keadaan ini dikerenakan tanah bersifat stastis, yaitu luas tanah relatif tidak 
bertambah, sedangkan peminatnya yang semakin lama semakin bertambah dengan 
jumlah penduduk yang meningkat. Berbagai kepentingan yang tidak dapat 
terlaksana, dikarenakan tidak tersedianya tanah atau lahan untuk menuangkan 
keinginannya. Maka kebutuhan manusia yang tidak adil dan tidak merata yang 
akhinya menimbulkan banyak benturan berbagai kepentingan antar para pihak, baik 





PT Kereta Api Indonesia (persero) atau lebih dikenal dengan KAI atau 
PT.KAI) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang didirikan 
oleh Ismangil dan kawan-kawannya (Tokoh AMKA), yang melanyani jasa 
angkutan kereta api. Layanan yang dilakukan PT.KAI berupa jasa angkut 
penumpang dan barang. PT KAI dipimpin oleh Edi Sukmoro. 
Pada Tahun 2017, PT KAI Commuter Jabodetabek berganti nama menjadi 
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), 3 hari setelah ulah tahun perusahaan yang 
ke-9.1 Perubahan nama ini juga mewadahi penugasan penyelenggaraan kereta api 
komuter yang lebih luas di seluruh Indonesia.2 Sehingga jalur KRL Commuter Line 
di wilayah khusus Jabodetabek dan sekitarnya bukan lagi satu-satunya jalur Kota 
yang dioperasikan oleh PT KCL.  
KRL Commuter Line yang juga dikenal sebagai KRL Jabodetabek (dulu 
dikenal sebagai KRL Jabotabek, Divisi Jabotabek pada rangkaian kereta atau Divisi 
Angkutan Perkotaan Jabotabek atau PT KAI Commuter Jabodetabek) adalah 
layanan kereta rel listrik komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuter 
Indonesia (KCL).3 
PT Kereta Api Indonesia yang mendukung jalur kereta api, sepenuhnya 
dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia (DJKA Kemenhub RI). Memiliki Balai Teknik Perkeretaapian 
masing-masing wilayah, dan KAI hanya sebagai operator. Jalur Kereta Api 
                                                             
1 State Run Commuter Line Operator PT KCJ Transform Into PT KCI, The Jakarta Post,20 
September 2017 







seluruhnya adalah peninggalan colonial belanda, dan selebihnya merupakan jalur 
baru yang telah dibuat. PT KAI merupakan penyumbang terbesar dari total 
penerimaan negara bukan pajak. Adapun wilayah dari PT KAI adalah wilayah 
Pulau Jawa, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Lampung, 
target yang ingin dicapai oleh PT KAI, yakni melakukan pembangunan ke seluruh 
wilayah Indonesia. 
Sulawesi selatan adalah bagian selatan Sulawesi yang ibu kotanya adalah 
Makassar. Makassar merupakan Kota yang banyak berimigrasi untuk mencari 
penghidupan atau mencari pekerjaan. Makassar merupakan pusat Kota dari 
bergabagai kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Gubernur Makassar oleh 
Bapak Nurdin Adullah, serta Wakil Gubernur oleh Bapak Andi Sudirman 
Sulaiman. 
Pelaksanaan pelepasan tanah pembangunan jalur rel kereta api meliputi lima 
wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten 
Barru, dan Kota Pare-pare. Total yang direncanakan sepanjang 145 km. 
Pembangunan jalur rel Kereta Api tahap awal dari Makassar-Pare-pare, akan 
dilengkapi dengan lima stasiun utama. Pada stasiun utama dibanguni setiap wilayah 
ibu Kota Kabupaten yang dilintasi rel kereta sepanjang 145 km. Selain itu ada juga 
stasiun peyangga. 
Pengaturan tentang hak atas tanah yang ada masih dapat dipertahankan dan 
diberlakukan terhadap perluasan objek hak atas tanah, 4 yaitu pengaturan khusus 
                                                             
4 St. Nurjanna, Jurnal Jurisprudentie Redifinisi Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah 





terhadap penggunaan ruang di atas udara seperti untuk pembangunan jalan layang, 
jalan Kereta Api layang dan bangunan penghubung diperlukan untuk 
mengidentifikasi objeknya yang mana hal ini sudah dapat dilakukan dengan 
memenfaatkan perkembangan illmu geodesi. 
Sulawesi selatan memiliki 21 kabupaten, diantaranya mengalami 
pembangunan Jalan Rel Kereta Api, yaitu Kabupaten Maros hingga Kabupaten 
Barru. Kabupaten Barru telah tercatat di dalam sejarah, sebagai tempat pertama kali 
dibangunnya rel Kereta Api di pulau Jawa dan Sumatra. Sehingga Kabupaten yang 
pertama kali di banguni jalan Rel Kereta Api yang telah rampung mulai dari 
pembanguanan dari daerah Pekkae hingga daerah Palanro. Kini pembangunan 
dilanjutkan ke Kabupaten Pangkajene. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dahulunya dikenal sebagai 
Pangkajene Kepulauan (Pangkep), merupakan sekian banyaknya Kabupaten dari 
Provinsi Sulawesi selatan, dimana ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten 
Pangkep memiliki luas wilayah sebesar 12.362,73 km2, dimana terbagi dua wilayah 
antara daratan dan lautan, wilayah daratan sebesar 898,29 km2 dan luas wilayah 
lautan 11.464,44 km2. Dari keseluruhan dimana wilayah lautan yang paling luas, 
dibandingkan wilayah dataran. 
Letak Geografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak pada 
11.00’bujur timur, dan 040’-080.00’ lintang selatan. Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan memiliki 13 Kecamatan, dimana 9 Kecamatan yang terletak pada 
wilayah daratan, dan 4 kecamatan yang terletak pada wilayah Kepulauan. Batas 





batas timur adalah Kabupaten Bone, Batas selatan adalah Kabupaten Maros, dan 
batas barat adalah Laut Jawa.  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki sumber daya alam yang 
melimpah, yang berbentuk bebatuan seperti batu bara, marmer, dan semen. 
Disamping itu potensi pariwisata alam yang cukup banyak, sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan daerah. Wilayah Kecamatan Pangkep memiliki keunikan 
tersendiri unuk dibahas lebih lanjutnya, dimana Kecamatan Pangkep meliputi 
daratan dan kepulauan. Kecamatan yang ada di daratan, meliputi: Kecamatan 
Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, 
Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri,  Kecamatan Minasate’ne, Kecamatan 
Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.  Serta Kecamatan yang terletak di 
wilayah Kepulauan Kabupaten Pengkajene dan Kepulauan, meliputi: Kecamatan 
Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring utara, Kecamatan Liukang 
Kalmas, dan Kecamatan Liukang Tangaya. 
Rute yang dilalui untuk Jalur rel Kereta Api terdapat 7 Kecamatan, 
diantaranya Desa dan Kelurahan yang menjadi titik pembuatan jalur rel kereta api. 
Jalur rel Kereta Api Makassar-Pare yang dilalui pertama di Kecamatan Minasatene 
langsung melewati Kelurahan Bonto Kio, Kelurahan Biraeng, Kelurahan 
Minasatene dan Desa Kabba. Kemudian berlanjut ke wilayah ibu Kota Kabupaten 
Pangkep, yakni Kecamatanan Pangkaneje, yang lebih tepatnya di Kelurahan 
Sibatua dan Kelurahan Pabundunkang. Berlanjut ke wilayah Kecamatan 
Labakkang, melewati Desa Batara, Desa Patalassang, dan Desa Kassiloe. 





Tamangapa dan Punranga. Selanjutnya di Kecamatan Segeri, meliputi 
Bontomatene, Kelurahan Segeri dan Kelurahan Bone. Selanjutnya jalur yang 
dilintasi terakhir adalah Kecamatan Mandalle, meliputi Desa Benteng, Desa 
Mannalung, Desa Tamangapa, Desa Coppotompong, Desa Boddie dan Mandalle. 
Pasal 10 Huruf b, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012): 
“Tanah untuk kepentingan umum sebangaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
digunakan untuk pembangunan: huruf b menyatakan “jalan umum, jalan tol, 
terowongan, jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api”. 
Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksananakan 
dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana yang ada dalam 
Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 
2012, menyatakan penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai. 
Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012, menyatakan: Penilaian besarnya nilai Ganti 
Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang perbidang tanah, meliputi: 
a. Tanah; 
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah; 
c. Banguanan; 
d. Tanaman; 
e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau 





Adapun ketidak cermatan penilai dalam menyampaikan kondisi tanah, 
seperti sebenarnya di atas tanah tersebut adalah tanah kosong atau dataran namun 
penilai memberi suatu pernyataan bahwa tanah tersebut adalah 
empang/lading/sawah, dan juga tanah yang di atasnya sebenarnya ada bangunan 
semi permanen berupa dapur dan Gudang namun dinyatakan penilai bahwa tanah 
itu adalah tanah kosong.5  
Keterkaitannya dengan masalah ini terdapat 7 Kecamatan, adalah titik yang 
dilalui Jalur rel Kereta Api, dari sekian banyaknya Kecamatan ada beberapa 
Kecamatan yang mengajukan permohonan keberatan, yakni Kecamatan 
Minasatene, Kecamatan Ma’rang, serta Kecamatan Segeri, yang ingin di banguni 
Jalur rel kerata api, yang saat ini mengalami proses Sengketa Lahan. Yang sejauh 
ini Kecamatan yang berperkara, masing-masing pihak menuntut Ganti rugi karena 
yang dibayarkan tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal. Oleh karena 
itu, pihak ini mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkajene, 
karena tidak menemukan titik temu dalam musyawarah yang diadakan oleh Tim 
Apprisial. Dalam suatu penegak keadilan harus dilakukan dengan adil dan dalam 
pembagian haknya harus juga dilakukan dengan adil. 
Berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 8: 
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Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.6 
Masyarkat yang mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Negeri 
Pangkep, alasannya sipemohon memiliki sawah sama-sama tetapi berbeda jual nilai 
ganti ruginya, hanya satu-satunya sumber mata pencarian dikelola untuk menafkahi 
keluarga para pemohon hal mana hasil ganti kerugian sawah dan kebun tersebut 
rencana akan digunakan untuk membeli sawah dan kebun kembali ditempat lain 
untuk digarap, serta yang dibanyarkan tidak sependapat dengan harga yang 
dibanyarkan oleh Tim Appraisal. Dalam hal ini masih banyak masyarakat lain dari 
Kecamatan lain yang ingin mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, 
tetapi tidak mengajukan keberatan, karena adanya rasa takut menempu jalur hukum, 
karena masyarakat tidak cakap hukum, serta berkeinginan mengajukan keberatan 
ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi dari segi ekonominya yang kurang, karena 
biaya pendaftaran perkara kurang lebih Rp 1. 000. 000, -. Hak-hak atau kepentingan 
perdata apabila dilanggar atau dirugikan oleh orang lain, maka upaya hukum yang 






dapat digunakan selain dari non letigasi adalah dengan jalan mengajukan gugatan 
perdata ke pengadilanan.7 
Masyarakat ada yang mengajukan keberatan, dan adapun yang tidak 
mengajukan, tetapi saja hanya menunggu keputusan lebih lanjut. Maka perlu 
ditanamkan kepada masyarakat khususnya pemegang hak dan tanah mempunyai 
fungsi sosial seperti yang dituangkan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan 
“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam pengertian ini, tanah harus 
digunakan sedemikian rupa, sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya dan 
masyarakat sekelilingnya, Suatu hak dikatakan memenuhi fungsi sosial apabila 
penggunaan hak itu tidak saja meningkatkan kesejahteraan manusia yang memiliki 
hak tersebut, tetapi serentak meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.8 
Oleh sebab itu dalam permasalahan yang terjadi perlu dilakukan 
musyawarah antar panitia pengadaan tanah, pemegang hak atas tanah dengan pihak 
yang memerlukan tanah untuk mendapatkan kata kesepakatan mengenai ganti rugi. 
Pihak lain dirugikan akibat wnprestasi tersebut. Pihak wanprestasi harus 
menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, sehingga dua kemungkinan pokok 
yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan 
kontrak. 9 Pada masalah ganti rugi merupakan komponen penting dan paling sensitif 
dalam proses pengadaan tanah. Forum diskusi mengenai bentuk dan besarnya ganti 
rugi seringakali menjadi masalah yang berkepanjangan dan berlarut-larut, sehingga 
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menimbulkan tidak adanya titik temu yang disepakati oleh para pihak yang 
bersangkutan. Tim apprisial yang ditunjuk langsung sebagai panitia yang 
beranggung jawab atas nilai ganti rugi yang diberikan. 
Seringkali menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat dengan 
berbagai macam alasan yang dimilikinya, sehingga membuat proses 
pelaksanaannya menjadi terkendala dan berlarut-larut, tetapi masyarakat hanya 
menuntut hak dan mencari keadilan. Banyak kasus untuk kepentingan umum, maka 
bentuk besarnya ganti kerugian menjadi persoalan utama. Tanah warga yang 
terkena dalam rencana pembangunan, menolak bahkan menolak untuk negosiasi 
dengan berbagai alasan pribadi. 
Untuk menjamin bahwa masyarakat tidak dirugikan dalam proses 
pembangunan, pemerintah berusaha mencegah atau mengurangi dampak 
pemukiman kembali. Jika pemukiman kembali tidak dapat dihindari, pemerintah 
harus membantu memulihkan mutu kehidupan dan mata pencarian orang yang 
terkena dampak.10 
Apabila diperhatikan dalam pengertian hukum sebagai rangkaian peraturan 
mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan 
hukum adalah mengadakan keselamatan dan tata tertib masyarakt, maka dalam hal 
itu, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan berbeda-beda itu 
acapkali menimbilkan bentrok yang mengakibatkan masyarakat guncang dan untuk 
menghindarinya sudah merupakan tujuan hukum itu sendiri. Maka dari itu 
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diciptakanlah berbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.11 Pelaksana 
pemabangunan dengan pemegang hak atas tanah atau masyarakat, sehingga hal ini 
sering timbul konflik-konflik antara pemerintah sebagai pelakasa pambangunan 
dengan masyarakat yang berkaitan pada pelaksanaan pembangunan tersebut 
menjadi terkendala.12 
Pelakasanaan dan pembebasan tanah yang diberikan ganti rugi kepada 
masyarakat, melalui berbagai macam proses mulai dari pendataan, penelitian, dan 
pelaksanaan. Namun dalam hal ini tidak terlaksana dengan serentak dalam 
pembebasan lahan jalur rel Kereta Api yang Wilayah ditiap Kecamatan, prosesnya 
melalui beberapa tahap. Sejak tahun 2014 hingga saat ini dalam pembebasan dan 
pembangunan jalur rel keretaapi baru mencapai angka 50%.13 
Perjalanan mulai sejak tahun 2014 hingga sekarang proses pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan hal pembangunan jalur rel kereta 
api tersebut mengalami banyak problematika atau masalah yang dapat diteliti mulai 
dari pelakasanaan pembangunan jalur rel kereta api, dan kendala-kendala lainnya 
yang ada di dalam lingkungan masyarakat sejak di laksanankannya pembangunan 
jalur rel kerata api.  
Maka dari berbagai masalah-masalah yang muncul diatas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir dengan judul “ANALISIS 
PUTUSAN HAKIM TENTANG PENETAPAN GANTI RUGI LAHAN 
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KERETA API YANG MENGALAMI PROSES SENGKETA DI 
PENGADILAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PANGKEP)”. 
 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Pada penelitian ini berfokus pada penetapan ganti rugi lahan kereta api yang 
mengalami sengketa, sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 
2. Deskripsi Fokus 
Ganti rugi dalam presfektif hukum perdata adalah pemberian prestasi 
kepada yang berhak menerima, akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian 
oleh salah satu pihak yang telah melakukan kesepakatan. Pencabutan hak atas tanah 
adalah sebagai lanjutan dalam usaha pemerintah untuk mendapatkan tanah dari 
rakyat yang melalui pembebasan tanah (musyawarah) tidak berhasil. 
Kereta Api adalah salah satu alat transportasi yang digunakan untuk 
mengangkut penumpang, serta mengangkut barang yang cukup banyak. 
Mempunyai kenyamanan, serta mengutamakan keselamatan.  
Dalam pembahasan ini mengatur tentang ganti rugi lahan kereta api yang 
mengalami sengketa di pengadilan. Pada penelitian sebelumnya telah diteliti 
mengenai Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak atas 





Resky Amelia, Repository.universitas islam negeri Alauddin makassar.ac.id. 
(diakses 12 mei 2017). 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumasan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan hukum dan pertimbangan hukum hakim tentang 
proses penetapan ganti rugi dalam pengalihan tanah untuk pembangunan rel 
kereta api di Pengadilan Negeri Pangkep ? 
2. Bagaimana putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan 
kereta api pada Pengadilan Negeri Pangkep ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustakan ini berisi uraian sistematika mengenai hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan penulis. Analisis Putusan Hakim Tentang 
Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Pangkep).  
Meskipun demikian peneliti menemukan skripsi dengan tema yang sama, 
yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Resky Amelia (2017) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap 





Api Di Kabupaten Barru”. Yang fokus pada ganti rugi, pencabutan hak atas 
tanah, pembangunan, rel, dan Kereta Api. Penelitian yang berfokus, yaitu 
alasan/ faKtor bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap pencabutan hak 
atas tanah untuk kepentingan rel Kereta Api di kabupaten barru, dan apa 
kendala-kendala yang terjadi pada masyarakat dalam pemberian ganti rugi 
terhdapa pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan rek 
Kerata Api di kabupatan barru.14 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Raymon Aristyo dan Hasni, Jurnal Hukum 
Adigama Analisis Terhadap Masalah Penetapan Nilai Ganti Rugi Dalam 
Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kunciran-
Serpong (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 
333/Pdt.G/2018/PN.Tng.Jo. Putusan mahkamah Agung Nomor 3049 
K/Pdt/2018), h.6. Jurnal. Universitas tarumanagara (diakses Desember 
2019). Yang fokus pada ganti rugi, pencabutan dalam pembebasan tanah 
untuk pembangunan tol. Penelitian yang berfokus, yaitu alasan/ faktor 
bagaimana masalah penetapan ganti rugi terhadap pembebasan tanah untuk 
pembangunan tol.15 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Prawesthi Dan Nur Handayati, 
Skripsi Analisi Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah 
                                                             
14 Rezky Amelia, Skripsi Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru,2017, 
h.12. repository. universitas islam negeri Alauddin makassar.ac.id.(diakses 12 mei 2017). 
15 Raymon Aristyo dan Hasni, Jurnal Hukum Adigama Analisis Terhadap Masalah 
Penetapan Nilai Ganti Rugi Dalam Rangka Pembebasan Tanh Untuk Pembangunan Jalan Tol 
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Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Repository. Universitas Dr. 
Soetomo. Yang fokus pada pemberian ganti rugi, pengadaan tanah, 
kepentingan umum. Penelitian yang berfokus, yaitu alasan ganti rugi yang 
tidak berdasarkan pada harga atau nilai yang telah disepakati bersama.16 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang proses 
penetapan ganti rugi dalam pengalihan tanah untuk pembangunan rel 
Kereta Api di Pengadilan Negeri Pangkep. 
2. Untuk mengetahui sejauh mana putusan hakim terhadap penetapan ganti 
rugi sengketa lahan Kereta Api pada Pengadilan Negeri Pangkep. 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk referensi 
dibidang karya ilmiah, serta dapat menambahkan ke dalam penelitian 
yang sejenis di masa yang akan datang, dan dapat di pergunakan 
semestinya. 
2. Memberikan jawaban dari permasalahan yang menjadi pokok 
pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengetahui putusan hakim 
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terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan Kereta Api pada 
Pengadilan Negeri Pangkep. 
3. Dapat meningkatkan pola fikir, serta dapat mempergunakan ilmu yang 
diperoleh. 

























A. Ketentuan Penetapan Pembangunan untuk kepentingan umum 
Secara garis besar dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanguan 
untuk kepentingan umum meliputi berbagai tahapan, yaitu: 
1. Tahap penetapan lokasi; 
2. Tahap penyuluhan; 
3. Tahap penentuan lokasi dan inventarisasi; 
4. Tahap pengumuman hasil inventarisasi; 
5. Tahap musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi; 
6. Tahap pelaksanaan pemberian ganti rugi; 
7. Tahap pelepasan atau penyerahan dan permohonan hak atas tanah. 
Untuk melihat besarnya nilai kerugian yang akan ditetapkan maka Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah akan mengacu pada hasil penilaian dari jasa penilai 
atau penilai publik, dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. Dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012, 
menyatakan bahwa setelah dikeluarkan besaran nilai kerugian tersebut maka pihak 
yang menguasai objek tanah (dalam hal ini adalah warga pemilik tanah) akan 
dipertemukan dalam sebuah musyawarah dengan lembaga pertanahan guna 






Hasil musyawarah ini yang akan dituangkan dalam sebuah berita acara 
kesepakatan pemberian ganti rugi, dalam Pasal 37 ayat (2). Masyarakat yang 
melalakukan musyawarah yang sebagai pihak yang menguasai objek tanah dapat 
mengajukan tuntutannya, apabila terdapat hal-hal yang masih belum bisa disepakati 
bersama, termasuk halnya dengan nilai maupun bentuk kerugian yang akan akan 
diterima nantinya dalam pemberian ganti kerugian. Selama 30 hari tidak 
menemukan kesepakatan, maka pihak yang berhak menempuh upaya keberatan ke 
Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012). 
B. Tinjauan Umum Ganti Rugi 
1. Pengertian Ganti Rugi 
Arti ganti rugi menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang 
dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang terikat dengan tanah sebagai akibat 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Bentuk ganti rugi menurut Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 bisa berupa:17 
a. Uang  
b. Tanah pengganti 
c. Pemukiman kembali (relokasi) 
d. Gabungan dari dua atau lebih  
e. Bentuk lain yang disepakati bersama. 
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Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal ayat (12) sebagai berikut: Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian 
baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 
mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan 
tanah yang dapat memeberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat 
kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah. Sedangkan 
bentuk ganti ruginya berupa:18 
a. Uang dan/atau 
b. Tanah pengganti dan/atau  
c. Pemukiman kembali 
d. Penyertaan modal (saham). 
Ganti kerugian dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10 adalah 
pemberian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam 
menerima proses pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud diberikan berdasarkan 
ketentuan Pasal 33, penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang tanh, meliputi:19 
a. Tanah; 
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah; 
c. Bangunan; 
d. Tanaman; 
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e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 
f. Kerugian lain yang dapat dinilai. 
Bentuk ganti kerugian telah diatur pada Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 
yang menyatakan bahwa: Pemberian Ganti Kerugian dapat dibe rikan dalam 
bentuk: 
a. Uang; 
b. Tanah pengganti; 
c. Permukiman kembali; 
d. Kepemilikan saham  
e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
Pada Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tidak memberikan definisi ganti rugi, 
dikarenakan Pepres ini merupakan penyempurnaan dari Pepres Nomor 36 Tahun 
2005, sedangkan bentuk ganti rugi menurut Pepres Nomor 65 Tahun 2006, 
berupa:20 
a. Uang dan/atau 
b. Tanah pengganti dan/atau 
c. Pemukinan kembali dan/atau 
d. Gabungan. 
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Pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 10 yang 
menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah pemberian layak dan adil kepada pihak 
yang berhak dalam proses pengadaan tanah.  
Pasal 1243 sampai pasal 1252 BW membolehkan kreditur menutut debitur 
yang wanprestasi untuk menuntut ganti kerugian berupa kosten, scbaden en 
interessn. Pasal 1243 BW selengkapnya berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan 
bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai di wajibkan, apabila 
si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang 
harus diberikan atau dibuatnya,hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang 
waktu yang telah dilampaukannya”.21 Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi 
terdiri dari : a) biaya; b) rugi; c) bunga.  
Pasal ini dimaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani 
pembanyaran ganti kerugian. Penentuan mulainya penghitungan pembanyaran 
ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan 
patokan untuk kelalaian salah satu pihak.22  
Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi 
yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak 
yang dirugikannya, ganti rugi itu timbul karena adanya keselahan, bukan karena 
adanya perjanjian.23 
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Menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena 
wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan 
keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi 
wanprestasi.24 
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. 
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan keewajiban 
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan 
debitor.25 Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). 
Pasal 1234 B26W menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan 
sesuatu, berbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 
Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan 
dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu 
perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:27 
a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelelaian; 
b. Karena keadaan memaksa (overmacht/Forcemajeur). 
Ada empat keadaan wanprestasi: 
a. Tidak memenuhi prestasi. 
b. Terlambat memenuhi prestasi. 
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik. 
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d. Melakukan sesuatu yag menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
Akibat hukum wanprestasi:28 
Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata). 
a. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 
KUHPerdata). 
b. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian 
disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 
KUHPerdata).  
Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. 
Nieuwenhuis, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian 
kerugian adalah berkurangnnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan 
oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak 
yang lain.29 Yang dimaksud dari Nieuwenhuis pelanggaran norma yakni adanya 
wanprestasi yang dilakukan dan adanya perlawanan hukum. 
Ganti rugi pada prinipnya, terserah kepada kesepakatan Bersama antara para 
pihak, yakni pihak pemilik lahan, panitia dan calon pengguna lahan. Menurut 
hukum perjanjian, bahwa kesepakatan yang diniati dengan baik merupakan produk 
hukum, yang tidak bias diganggu gugat, selama hasil kesepakatan itu tidak 
mengandung unsur melanggar ketertiban umum dan susila. Kesimpulannya, 
                                                             
28 Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. (Bandung: Nuansa Aulia, 
2014), h. 178. 
29Rezky Amelia, Skripsi Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru,2017, 





pemberian jenis ganti rugi terhadap penggantian lahan, mempunyai asas 
kebebasan.30 
Semua bentuk ganti rugi ini berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tim 
pengadaan tanah. Yang sebangimana yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan 
yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian adalah kondisi yang 
mengakibatkan berkurangnya harta benda, serta kekayaan yang menimbulkan 
adanya suatu perikatan yang terjadi, baik itu dalam perjanjian ataupun melalui 
undang-undang.  
2. Unsur-unsur Ganti Rugi 
Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: 
“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan 
penggantinya, terdiri yang pada umum atas rugi yang telah dideritanya dan untung 
yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak menguragi pengecualian serta 
perubahan yang akan disebut dibawah ini’. 
Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari:31 
a. Kerugian yang senyata-nyatanya diderita. 
b. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. 
Penggantian biaya, rugi, dan bunga disebut sebagai ganti rugi atau dalam 
Bahasa inggris disebut remedies, yang oleh Subekti diartikan sebagai berikut:32 
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a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata 
sudah dikeluarkan oleh satu pihak. 
b. Biaya adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan 
kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. 
c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah 
dibayangkan atau dihutang oleh kreditur dan kerugian ini dalam Bahasa 
innggris dinamakan expectation dommages. Bila besarnya tuntutan ganti 
rugi didasarkan pada suatu ketentuan dalam perjanjian, maka ganti rugi 
dinamakan stipulated/liquidated dommages. 
Menurut Subekti bahwa yang dimaksud dengan kerugian yang dapat 
dimintakan penggantian tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-
sungguh telah dikeluarkan (kosten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa 
harta benda si berpiutang (scbaden) tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan 
(interssen) yaitu keuntungan yang akan didapatkan seandainya si berutang tidak 
lalai (winstderving).33 
Menurut Riduan Syahrani bahwa yang dimakasud biaya adalah segala 
pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. 
Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik 
kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang 
diharapkan atau sudah diperhitungkan.34 
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Untuk ganti kerugian, jenis ganti rugi lain yang dapat dinilai, mempunyai 
arti semua dampak kerugian akibat dari pengadaan tanah, diantaranya sisa tanah 
yang manfaatnya menjadi kurang atau hilang, seperti sisa tanah yang bentuk tidak 
beraturan, sehingga sulit untuk dimanfaatkan atau didirikan bangunan, bahkan 
dijualpun tidak akan laku. Untuk jenis kerugian lain tersebut, idealnya harus 
memperhitungkan kerugian yang bersifat materiil dan non materiil. Bisa 
dimungkinkan jenis kerugian non materiil bias terjadi, dan kualitas maupun 
kuantitasnya bias lebih besar dari kerugian yang bersifat materil.35 
Purwahid Patrik melakukan memperinci lagi tentangunsur-unsur kerugian. 
Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:36 
a. Kerugian yang langsung dideritanya (damnum emergens) yang cakup 
biaya dan rugi.  
b. Kerugian yang tidak peroleh (lucrum cessens) meliputi bunga. 
3. Sebab-Sebab Kerugian 
Dari pembahasan kerugian pada tiap-tiap sub bab yang sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa kerugian adalah kurangnya harta kekayaan (perubahan keadaan 
berkurangnya harta kekayaan), dan yang diasumsikan adanya suatu peristiwa yang 
mengakibatkan perubahan tersebut. Dua macam kerugian ini harus sebagai “akibat” 
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dari wanprestasi (Pasal 1247 KUHPerdata dan Pasal 1248 KUHPerdata). 
Persyaratan sebagai “akibat langsung” berkaitan dengan teori kausalitas yaitu:37 
1. Teori conditio sine qua on (Von Buri) 
2. Teori adequate veroorzaking (Von Kries) 
Menurut Teori conditio sine qua non, setiap paristiwa adalah penting dan 
menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai 
menentukan terjadinya akibat. Teori adequate lebih terbatas lagi. Menurut teori ini 
yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman 
manusia yang norma dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam 
hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa 
dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditor. 
4. Wujud Ganti Rugi 
Pada dasarnya ganti kerugian dibanyarkan dalam bentuk umum. Dan bisa 
juga berupa penggantian dengan biaya, rugi, dan bunga. Tetapi yang adanya ganti 
rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, secara tegas diakui, 
seperti pada Pasal 1601 BW KUHPerdata yang menyatakan bahwa:38 
“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat 
melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita 
oleh pihak lawan tidak dapat dinilaikan dengan uang, maka hakim akan menetepkan 
suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”. 
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Sehingga dapat di simpulkan bahwa pemberian ganti rugi kepada orang 
yang dirugikan yang berbentuk lain, tetapi kerugian yang diberikan berbentuk lain 
tidak dapat ditukar dengan dengan uang. Apa bila hakim tidak dapat menentukan 
nilai ganti kerugian berupa uang, jikalau dengan berbentuk uang atau kerugian tidak 
berkurang ataupun diperbaiki, kecuali ada Undang-undang yang memperbolehkan. 
5. Bentuk-Bentuk Kerugian   
Dapat kita ketahui bentuk-bentuk kerugian ada dua bentuk, yaitu: 
a. Kerugian materiil (kerugian langsung) 
b. Kerugian imateriil (kerugian tidak langsung/potensia). 
Pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan kembali 
No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 
1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan 
dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.”39 
Dalam menetapkan besarnya ganti rugi atas bangunan dan tanaman-
tanaman, panitia harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 
dinas pekerjaan umum dan dinas pertanian setempat, tentang lokasi dan factor-
faktor strategi lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah. Demikian pula dalam 
menetepkan ganti rugii atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada 
ketentuan-ketentuan tersebut, yang ganti ruginya dapat berbetuk uang, tanah atau 
fasilitas-fasilitas lain.40  
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Yang dimaksud dalam hal ini berupa ganti rugi kebendaan yang berbentuk 
uang. Ketentuan Pasal ini, dicantumkan pada Pasal 1372 KUHPerdata yang 
menyatakan: “cacat dan atau putung pada bagian badan/tubuh yang dilakukan 
dengan “sengaja” atau oleh karena “kurang hati-hati”, memberikan hak kepada 
orang itu menuntut “bayaran” di luar biaya pengobatan”. 
Pemberian ganti rugi biasa berbagai macam bentuk, diantaranya:41 
a. Bentuk Uang 
Salah satu bentuk ganti rugi adalah berbentuk uang. Jenis bentuk ini yang 
sering terjadi dalam pemberian ganti rugi dalam pembebasan tanah. Sebelum 
pembayaran uang ganti rugi yang bentuk uang haris didahului dengan kesepakatan 
tentang jenis dan besarnya ganti rugi antara panitia dengan para pihak pemilik 
tanah. Teknis pelaksanaan pembayarannya biasa dilakukan dengan cara secara 
mufakat, baik pemberian ganri kerugian dengan cara melalui jasa perbankan atau 
pemberian secara tunai kepada pihak penerima. Apabila pembayarannya dilakukan 
via perbankan, maka pihak perbankan atas permintaan ketua panitia, harus 
membuka rekening tabungan atas nama para pihak yang berhak menerima uang 
ganti rugi (Pasal 26 PerKa.BPN No.5 Th.2012). 
b. Bentuk Tanah Pengganti 
Memberikan ganti rugi yang berbentuk tanah pengganti dilakukan oleh 
instansi yang akan menggunakan tanah atas permintaan tertulis dari ketua panita. 
Untuk menentukan lokasi tanah pengganti harus didasari kata sepakat dalam 
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musyawarah para pihak, yang nilainya sama dengan nilai ganti rugi apabila 
diberikan yang berbentuk uang. Lembaga yang harus melaksanakan pemberian 
ganti rugi berbentuk tanah pengganti adalah Instansi yang akan menggunakan 
tanah, setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua panitia. Untuk memberikan 
kepastian tertulis dari ketua panitia. Untuk memberian kepastian hukum, 
penggantian yang berbentuk tanah penggati ini diberi Batasan waktu paling lama 5 
bulan (Per.Ka.BPN NO 5 Th.2012 Pasal 28; 29). Sedangkan untuk pelepasan hak 
dari para pemilik tanah kepada instansi yang membutuhkan tidak harus 
menggunakan tanah penggati setelah terwujud, artinya sebelum adanya tanah 
pengganti, maka pelepasan hak biasa dilaksanan. Serah terima penggantian jenis 
tanah pengganti harus saling serah terima, untuk pemilik tanah menyerahkan hak 
dengan menyerahkan surat asli, baik dari para pemilik tanah kepada panitia, dan 
sebaliknya dari panitia kepada para pemilik tanh menyerahkan ganti rugi. Semua 
proses penyerahan tersebut harus disertai dengan berita acara penyerahan, dan 
bukti-bukti lainnya. 
c. Bentuk Pemukiman Kembali 
Penggantian berbentuk pemukiman kembali (relokasi), instansi yang 
membutuhkan tanah atas permintaan tertulis dari ketua panitia yang didasari dengan 
kata sepakat dalam musyawarah penetuan bentuk ganti kerugian yang nilainya 
pemukiman kembali ini disamakan dengan nilai ganti kerugian bila berbentuk uang. 
Pihak yang melakukan adalah instansi yang membutuhkan tanah setelah mendapat 
permintaan tetulis dari ketua panitia. Instansi pengguna tanah, harus menyediakan 





bentuk ganti kerugian pleh pelaksana pengadaan tanah. Melepaskan hak oleh pihak 
yang berhak melakukan pada saat setelah disepakati lokasinya. Melaksanakan tanpa 
menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali yang telah disepakati 
pihak yang berhak yakni instansi yang membutuhkan tanah menyerahkan 
permukiman kembali kepada pihak yang berhak setelah memperolah validasi dari 
ketua panitia. Semua prosesi kegiatan ini harus dibuat dalam berita acara 
penyerahan, dan didokumentasikan dengan foto/video. (Per.Ka.BPN NO 5 Th.2012 
Pasal 30; 31). 
Penduduk ini mungkin ditempatkan dilokasi dimana keterampilannya tidak 
dapat diterapkan, persaingan sumber daya lebih ketat, dan kemungkinan ada 
pertentangan adat istiadat, anatara penduduk setempat dengan pemukiman baru.42 
d. Bentuk Saham  
Pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham, memberi 
berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan BUMN yang berbentuk 
perusahaan terbuka dan diberikan tugas khusus dari pemerintah, dalam kurun waktu 
paling lama 3 bulan sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh panitia. 
Melepasakan hak oleh pihak yang berhak melaksanakan pada saat setelah 
disepakati ganti rugi yang berbentuk kepemilikan saham. Selama berjalannya 
proses pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikikan saham, dan 
penyediaan kepemilikan saham, dititip pada bank oleh pihak yang bersangkutan, 
dan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penitipan uang.  
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Pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham bernilai sama 
dengan nilai ganti kerugian bila dibayarkan dengan berbentuk uang. Melakukan 
pemberian ganti rugi dalam bentuk kepelilikan saham dilakukan oleh instansi yang 
memerlukan tanah dalam hal ini BUMN untuk nama pihak yang berhak setelah 
memperolah validasi dari ketua panitia. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk 
saham dibentikan dengan menyertakan surat terima dalam bentuk kwitansi 
penerimaan ganti kerugian dalam betuk saham kepada pihak yang berhak. Semua 
prosesi dari kegiatan tersebut dibuatkan dalam berita acara penyerahan dan 
pelaksanaan penyerahan ganti kerugian dalam bentuk saham didokumentasikan 
dengan foto/video (Per.Ka.BPN NO.5 Th.2012 Pasal 32). 
e. Bentuk Lain 
Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain, artinya pemberian ganti rugi 
gabungan dari bergai macam bentuk ganti rugi yang ada. Jangka waktunya 
didasarkan jangkan waktu yang paling lama dari gabungan bentuk ganti kerugian 
yang disetujui. Semua berbentuk jenis ganti rugi harus dilaksanakan atas dasar 
kesepakatan dalam musyawarah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Besarnya ganti 
kerugian dalam bentuk lain, bernilai sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk 
lain, nilainya sama dengan nilai ganti kerugian bila dibayarkan dalam bentuk uang. 
Melakukan pemberian ganti rugi dalam bentuk lain kepada pihak yang 
berhak yang menerimanya dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah 
memperoleh validasi dari ketua panitia. Pemberian ganti kerugian dalam bnetuk 





dibuat dalam berita acara penyerahan, yang didokumentasikan dengan foto/video. 
(Per.Ka BPN NO.5 Th.2012 Pasal 33). 
f. Bentuk Khusus  
Melakukan ganti rugi dalam bentuk khusus dapat diberi dalam keadaan 
mendesak, termasuk meliputi bencana alam, seperti biaya Pendidikan menjalankan 
ibadah, pengobatan, melakukan pembayaran hutang, dan/atau keadaan mendesak 
lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari luarh/lepala desa atau nama 
lain. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setalah ditetapkan 
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai ditetapkan nilai ganti 
kerugian oleh penilai. Untuk pelakasaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk 
khusus, dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap subjek dan objek 
pengadaan tanah, terhadap pihak yang berhak dan kondisinya berada dalam 
keadaan mendesak. Jumlah yang diberikan, maksimal 25% dari perkiraan ganti 
kerugian didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun sebelumnya. 
Memberikan ganti rugi dalam bentuk khusus untuk pemilik tanah yang 
belum terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun sedang berjalan 
atau tahun sebelumnya, maka panitia mengajukan permohonan kepada kantor pajak 
setempat yang megurusi pajak untuk memperoleh surat keterangan mengenai SPPT 
yang didalamnya tertera NJOP tanah di lokasi pengadaan tanah. Karena setelah 
keluarnya SPPT bisa untuk menjadi standar penentuan ganti guri dalam kondisi 
khusus. Pelaksanaannya pemberiannya via jasa perbankan atau pemberian secara 
tunai yang telah disepakati para pihak yang berhak. Pihak perbankan yang ditunjuk 





dalam bentuk berita acara pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, dan 
didokumentasikan dengan foto/video (Per.Ka.BPN NO.5 Th.2012 Pasal 34.35). 
Sedangkan sisa nilai ganti kerugian jenis khusus ini, akan dibayarkan setelah 
adanya kesepakatan mengenai nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Tim 
Penilai atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
g. Putusan Pengadilan 
Bila pemberian ganti rugi masih bermasalah, baik masalah administrasi 
maupun masalah yuridis, maka uang ganti rugi ditipkan di pengadilan. Penitipan 
ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dilaksanakan pada pengadilan negeri di 
wilayah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
Pemberian ganti rugi ini mengikuti aturan pada Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 hanya pada proses tersebut antara lain, pertama Konsultasi Publik 
adalah sosialisasi kepada masyarakat maksud dan tujuan PT. KAI (Persero) 
memberikan ganti rugi atas tanah yang dikuasai masyarakat, kedua Inventarisasi 
berupa pengukuran tanah yang dikuasai masyarakat untuk diberikan ganti rugi, 
ketiga Musyawarah jumlah ganti rugi yang diberikan oleh PT. KAI (Persero) dan 
besar jumlah keinginan masyarakt Kabupaten Pangkep, keempat Pelaksanaan 
Pemberian ganti rugi, kelima Pelaksanaan Pembongkaran.43 
Besarnya ganti rugi ini dibayarkan sejalan dengan kesepakatan para pihak 
dan tidak dan tidak dikenakan pemotongan dengan dalih apapun, karena semua 
bentuk biaya kepanitiaan telah dianggarkan lansung sesuai dengan Peraturan 
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Mentri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Opersional Dan Biaya 
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggarann Pendapatan Dan Belanja 
Negara. Biaya kepentingan tersebut termasuk pajak atau tepatnya dinamakan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Dari bentuk-bentuk ganti kerugian yang telah dijabarkan diatas, dapat kita 
simpulkan bahwa yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara mengambil 
keputusan dengan bentuk kerugian yang ada pada putusan Pengadilan Negeri 
setempat.  
6. Pihak Yang Berhak Menerima Ganti Rugi 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 (Perpres 
No.36 Tahun 2005) mengenai ganti rugi adalah memberikan rugi baik bersifat fisik 
dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, 
bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yag berkaitan dengan tanah yang 
dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan 
sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. 
Pada Pasal 42 UU No.2 Tahun 2012, menyatakan bahwa pemberian ganti 
rugi yang dilakukan di Pengadilan negeri:44 
1. Pada pihak yang berhak menolak bentuk dan atau/besarnya Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil musyawarah pada Pasal 37, atau putusan Pengadilan 
                                                             





Negeri/Mahkama Agung dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di 
pengadilan negeri setempat.  
2. Penitipan Ganti Kerugian pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: 
a. Pihak yang berhak memperoleh Ganti kerugian tidak diketahui 
keberadaannya; atau 
b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan langsung Ganti Kerugian: 
1) Sedang berlangsung objek perkara di pengadilan; 
2) Masih bersengketakan kepemilikannya; 
3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 
4) Menjadi jaminan di bank. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012, bahwa 
pemberian ganti kerugian yang di lakukan pada pengadilan negeri dapat terlaksana 
apabila para pihak yang berhak atas tanah tersebut, tidak mencapai kata “sepakat” 
terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang diberikan. Pengadaan tanah dapat 
terlaksanan apabila ada persetujuan antar pihak pemegang hak atas tanah. 
 Pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2005, yang menyatakan 
bahwa: “Ganti rugi diserahkan langsung kepada: 
a. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; atau 





Dalam kehidupan manusia telah diatur dalam al-qur’an dan Hadist, Allah 
swt berfirman dalam Qs. An-Nisa/4:86:45 
  
Terjemah: Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu 
yang sepadan) dengannya. Sesungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. 
 
C. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa 
Istilah sengketa, menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sabagai 
pertikaian atau perselisihan, sedangkan dalam Bahasa inggris memiliki dua istilah, 
yaitu conflict dan dispute yang kedua-duanya mengandung pengetian tentang 
adanya perbedaan kepentingan di antara kedua bela pihak atau lebih, tetapi 
keduanya dapat dibedakan.  
Istilah conlict sudah di kita ketahui dalam Bahasa indonesi menjadi kata 
“konflik”, sedangkan istilah dispute dapat dikenal dengan “sengketa”. Sengketa dan 
konflik tidak dapat kita hindari pada masyarakat, dan tidak dapat mencegah akibat-
akibat yang ditimbulkannya. Terjadinya pertentangan yang menimbulkan suatu 
sengketa atau tidaksepahaman yang dapat terjadi setiap waktu. Salah satu sengketa 
yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah sengketa pertanahan dan 
atau sengketa lahan.  
                                                             





Pada rumusan sengketa dalam Badan Pertanahan Nasional, yaitu Pasal 1 
Angkat (1) Peraturan Menteri Angraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penganan Sengketa Pertanahan, menyebutkan 
bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:46 
1. Keabsahan suatu hak; 
2. Pemberian hak atas tanah; 
3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti 
haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-
pihak yang berkepentingan dengan instilah BPN. 
Pada putusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunujk 
Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanhan diadakan perbedaan 
antara sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, 
pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat 
atau public) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau 
status penggunaan, atau pemanfaatan atas bidang tanah tanah tertentu oleh pihak 
tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, 
pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaantan atas bidang tanah tertentu. Adapun 
konflik adalah perbedaan nilai, kepntingan, pendapat, dan atau persepsi antara 
warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat 
dengan badan hukum (privat atau public), masyarakat dengan masyarakat mengenai 
status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau 
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pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan 
Tata Usaha Negara mengakut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek polotik, ekonomi, 
dan social budanya.47  
Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, memberi arti yang 
lebih teknis terhadap pengertian “sengketa pertanahan”, yaitu: 
1. Sengketa yuridis; 
2. Sengketa fisik; 
3. Sengketa landrefom.48  
Sengketa yuridis dibedakan menjadi: 
a. Sengketa penguasaan yang meliputi tanah-tanah yang belum dilekati 
sesuatu hak; 
b. Sengketa pemilikan yang meliputi tanah-tanah yang sudah dilekati sesuatu 
hak. 
Sengketa pemilikan, terjadi perbedaan pendapat mengenai: 
a. Keabsahan suatu hak; 
b. Pemberian ha katas tanah; 
c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya, dan penerbitan tanda 
bukti haknya antara pihak yang berkepentingan, maupun antara pihak yang 
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berkepentingan dengan pihak instansi di lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional. 
Sengketa fisik, terbagi menjadi: 
a. Sengketa batas dan letak, dan luas bidang tanah; 
b. Sengketa batas wilayah. 
D. Tinjauan Umum Pengadaan Tanah 
1. Pengertian Pengadaan Tanah 
Pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012, menyatakan bahwa: 
“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. 
Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 2, menyatakan bahwa:49 
a. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan 
cara: 
a. Pelepasan atau penyerahan ha katas tanah; dan 
b. Pencabutan hak atas tanah 
b. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh pemerintah daerah, bisa juga dilaksanakan 
dengan cara lain, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain 
yang disepakati secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. 
                                                             





Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah adalah tempat yang di 
berikan oleh pemerintah kepada para pihak pemegang hak atas tanah, yang 
diberikan secara adil dan layak kepada para pihak. 
Dalam pembebasan tanah akibat intervensi pembangunan harus diajak 
musyawarah, diberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami, dan dibantu membina 
kembali kehidupan rumah tangga dan masyarakat, membangun kembali usaha 
mereka dan mengembangkan potensi mereka yang sebenarnya dapat dikembangkan 
sekalipun tidak ada intervensi pembangunan.50  
2. Asas-asas Pengadaan Tanah 
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2, menyatakan bahwa: 









i. Keberlanjutan; dan  
j. Keselarasan. 
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3. Panitia Pengadaan Tanah 
Pada UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 71 Tahun 2012, tidak ditegaskan terlalu dalam pengenai Penitian Pengadaan 
Tanah. Pasal Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun2012, menyatakan bahwa Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Dan pada Pasal 
49 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, menyatakan bahwa Pelaksanaan pengadaan 
tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN. 
Dengan demikian, bahwa Panitia Pengadaan Tanah dilakasanakan oleh 
Tim persiapan (Lembaga pertanahan), yang dalam hal ini pelaksanaannya di 
koordinasikan dengan wilayah Pemerintah provinsi dan Kabupaten kabupaten/kota. 
4. Tugas Panitia Pengadaan Tanah 
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2005, telah dijabarkan dalam hal ini:51 
a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman 
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan; 
b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya; 
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan; 
d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang 
terkena rencana da tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk 
                                                             





konsultasi publik melalui tatap muka, media cetak maupun media 
elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena 
rencana pembangunan dan/atau pemegang ha katas tanah; 
e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah 
dalam rangka menerapkan bentuk dan/atau esarnya ganti rugi; 
f. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas 
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah; 
g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; 
h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas 
pengadaan tanah dan penyerahan kepada pihak yang berkopenten. 
5. Tahapan pengadaan tanah 
Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, menyatakan 




c. Pelaksanaan; dan 
d. Penyerahan hasil. 
Pada Pepres Nomor 71 Tahun 2012 dalam persiapan pengadaan tanah, 
meliputi: 
a. Pemberitahuan rencana pembangunan; 





c. Konsultasi public rencana pembangunan; 
d. Pengumuman Penetapan lokasi pembangunan; dan 
e. Pendelegasian persiapan pengadaan tanah 
Pada Perpres Nomor 71 Tahun tahun 2012, dalam Pelaksanaan, meliputi: 
a. Iventarisasi dan identifikasi; 
b. Penetapan penilai; 
c. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; 
d. Pemberian ganti kerugian; 
e. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; 
f. Penitipan ganti kerugian;  
g. Pelepasan objek pengadaan tanah; 
h. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek 
pengadaan tanah; dan 
i. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi 
pengadaan tanah.  
E. Tanah dan hak atas tanah 
1. Pengertian Tanah 
Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangan absolute dan 
vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. 
Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, dengan kata lain 
manusia sulit untuk hidup. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak 





pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti: air, udara, flora, fauna, maupun 
benda-benda yang lain.52   
Tanah dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah:53 
a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 
b. Keadaan bumi di suatu tempat; 
c. Permukaan bumi yang diberi batas; 
d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu. 
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pengertian Tanah 
adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 
Tanah adalah barang yang pasti tidak bergerak, ternak dan barang-barang 
lain adalah barang barang-barang yang pasti dapat bergerak, sedang rumah-rumah 
bamboo, rumah-rumah kayu, phon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain adalah 
termasuk barang-barang yang tidak ada kepastiannya dan melihat keadaan dapat 
bergerak atau dapat tidak bergerak.54 
Pada pengertian tanah secara yuridis menurut Undang-undang Pokok 
Agraria (UUPA), merupakan suatu bagian dari pengertian “Agrarian” yang 
meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, meliputi pula tubuh bumi di mana 
terdapat bahan-bahan tambang dan bahan-bahan galian, serta air dan ruang angkasa 
yang ada diatasnya.55 
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Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,menyatakan bahwa: “atas dasar menguasai 
dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
serta badan-badan hukum. 
Dapat disimpulkan bahwa pada Tanah merupakan tempat hidupnya, 
manusia, tumbuhan, dan habitat hidup hewan dan binatang, yang mengatur hak atas 
tanah. 
Terjadinya tanah negara dikerenakan dalam UUPA dan undang-undang 
yang saling berkaitan dengan persoalan tanah beserta peraturan pelaksanaannya 
tidak menyebutkan dan mengatur tanah secara jelas. Di dalam UUPA sebutan yang 
digunakan bagi tanah negara adalah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara”.56 
Pada padal 37 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “terjadinya hak guna bangunan 
diatas tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. 
Berhubung dengan itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah 
menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka 
tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tidak seimbangnya antara 
persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai 
persoalan yang banyak. Peraturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah, yang 
dengan singkat dapat di sebut “Hukum Tanah”.57 
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Hukum tanah yang darasnya adalah UUPA, tidak hanya mengatur tentang 
anah saja, tetapi ruang lingkupnya meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ditegaskan pula bahwa 
pengertian “bumi”, “air”, dan “ruang angkasa” adalah sebagai berikut: 
- “bumi”, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya 
serta yang berada di bawah air; 
- “air”, termasuk baik perairan pendalaman maupun laut wilayah 
Indonesia; 
- “ruang angkasa”, ialah ruang di atas bumi dan air. 
Sedangkan “tanah” adalah hanya “permukaan bumi”, merupakan sebagian 
daripada bumi, yang termasuk ruanglingkum Hukum Agraria seperti berikut di atas, 
luas sekali. Sehingga bolehlah katakana bahwa Hukum Agraria meliputi pula 
Hukum Tanah, atau dengan kata lain bahwa Hukum Tanah adalah bagian daripada 
Hukum Agraria.58 
Hukum tanah adalah Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis. Mempunyai objek yang sama objek aturan yang sama 
baik itu hak-hak menguasai hak atas tanah yang diatur oleh Lembaga-lembaga 
hukum. 
Dengan hubungan tanah, menurut alam pikiran hukum adat, tertanam 
keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu 
                                                             





lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari sesuatu kekuatan gaib 
sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman.59 
Ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan 
pelaksanaannya, sedangkan ketentuan hukum yang tidak tertulis bersumber dari 
hukum adat tentang tanah. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah 
yang dibagi menjadi 2 bagian atas tanah sebagai Lembaga hukum. Hak penguasaan 
atas tanah ini, yaitu:60 
a. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau 
badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. 
b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu 
sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sabagai subjek 
pemegang haknya.  
2. Pengertian hak atas tanah 
Berdasarkan UU Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok 
Agraria pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa: 
a) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain serta badan hukum. 
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b) Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) ini diberikan wewenang 
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 
bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 
dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
Hak atas tanah yang diperoleh melalui Penetapan Pemerintah oleh 
perseorangan atau badan hukum diperlukan untuk:61 
a. Mendirikan bangunan 
Bangunan yang ingin didirikan dapat berupa Rumah Tempat Tinggal, 
Toko, Kantor, Rumah Sakit, Rumah Susun, Hotel, Gudang, Pabrik, 
Pasar, Terminal, Pelabuhan, Bandara Udara, serda Gedung-gedung. 
b. Bukan mendirikan bangunan 
Bukan mendirikan bangunan dapat berupa Pertanian, Perikanan, 
Peternakan, dan Perkebunan. 
Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan hak atas tanah sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1): 
a. Hak milik, yang dimaksud dalam hal ini telah dinyatakan pada Pasal 
20 Ayat (1), Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam Pasal 6. 
                                                             





Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuhi” yang dapat ipunyai 
orang atas tanah. Pemberian sifat ini berarti bahwa hak itu merupakan 
hak “mutlak”, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak 
eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian 
akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial 
dari tiap-tiap hak.62 
b. Hak guna usaha, yang dimaksud dalam hal ini telah dinyatakan pada 
Pasal 28 Ayat (1), hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 
sebegaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan, pertanian, 
perikanan, atau peternakan. 
c. Hak guna bangunan, yang dimaksud dalam hal ini telah dinyatakan 
pada Pasal 35, Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 
d. Hak pakai, yang dimaksud dalam hal ini telah dinyatakan pada Pasal 
41 Ayat (1), Hak pakai adalah hak untuk digunakan dan/atau 
memperoleh hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau 
tanah milik orang lain, asal tidak berbenturan dengan jiwa dan 
ketentuan UU. 
                                                             






e. Hak sewa, yang dimaksud dalam hal ini telah dinyatakan pada Pasal 
44 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “seseorang atau suatu badan 
hukum mempunyai hak sewa tanah, apabila ia berhak mempergunakan 
tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar 
kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 
f. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan, yang dimaksud 
dalam hal ini dinyatakan pada Pasal 46 ayat (1) dan (2), yang 
menyatakan bahwa: a. hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 
hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah, b. dengan mempergunakan hak memungut hasil 
hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas 
tanah itu. 
F. Pengertian pencabutan Hak atas tanah 
Pada pencabutan hak atas tanah yang di lakukan oleh pemerintah untuk 
hak atas pencabutan tanah untuk kepentingan umum. Yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1961, yang menyatakan: 
“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta 
kepentingan Bersama dari rakyat, untuk kepentingan pembangunan, maka Presiden 
dalam keadaan yang memaksa setelah mendengarkan Menteri Agraria, Menteri 
Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan 
benda-benda yang ada diatasnya”. 
Yang terdapat hal ini, bahwa untuk kepentingan bangsa, kepentingan 





ini harus didahului dengan musyawarah harga ganti rugi pada saat proses 
sebelumnya yaitu proses pemebebasan tanah.63 
Dalam proses pencambutan hak atas tanah mempunyai ketentuan dan 
syarat, dalam ketentuan ini tidak boleh ditunda-tunda untuk kepentingan umum dan 
tidak menimbulkan ancaman keselamatan terhadap masyarakat, pada pencabutan 
hak atas tanah telah dilakukan penaksiran-penaksiran harga, dalam penaksiran 
harga ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang melalui tim panitia,  pada 
syarat pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan harus ada 
kepetingan negara, masyarakat, rakyat, pembangunan, serta pertanahan demi 
terciptanya keamanan bersama. 
Pembebasan masalah tanah, janganlah dikacaukan dengan pencabutan hak 
atas tanah. Kalau pencabutan hak atas tanah secara tegas telah diatur dalam UUPA, 
akan tetapi mengenai pembebasan tanah diatur dengan peraturan-peraturan lainnya. 
Adanya peningkatan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, sedang 
tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ialah dengan cara 
pembebasan tanah milik rakyat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian 
lapangan, penelitian lapangan merupakan salah satu metode penelitian 
yang memerlukan pengetahuan dalam berbagai macam literatur yang 
digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelitian dikarenakan 
penelitian ini langsung terjun ke lapangan jika ingin meneliti dengan cara 
proses wawancara, dan dokumentasi. 
2. Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kabupaten 
Pangkajene dan kepulauan, pada Pengadilan Negeri Pangkep, Kabupaten 
Pangkep, Provinsi Sulawesi selatan. Dengan berbagai macam-macam 
kendala dalam proses pembangunan Jalur rel kereta api yang ada di 
Kabupaten Pangkep. 
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan adalah 
Metode Penedekatan yuridis-empiris, yang dimaksud pada pendekatan yuridis, 
adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan asas serta 
peraturan perundang-undangan guna meninjau, serta melihat, dan menganalilis 
permasalahan-permasalahan yang ada.65  
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Pada peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2006 tentang peradilan 
umum, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  
Metode pendekatan empiris merupakan kerangkan pembuktian atau 
pengujian umum untuk dapat memastikan suatu penelitian yang tidak hanya dalam 
menekankan pada suatu kenyataan pelaksanaan pada hukum saja, melainkan juga 
menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tapi juga pada kenyataan 
hukum dalam sisi prakteknya yang dijalankan oleh masyarakat. 
Pada pendekatan yuridis digunakan, untuk menganalisis berbagai macam 
teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait pada Analisis putusan hakim 
tentang penetapan ganti rugi lahan kereta api yang mengalami sengketa di 
pengadilan. Terkait pada Undang-undang terkait dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012, tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepntingan 
Umum”. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan, peneliti golongkan dalam: 
1. Data primer berupa data yang diperolah dari pihak-pihak yang terkait dan 





2. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui beberapa literatur, 
dokumen remi, peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan yang 
mendukung. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan 
yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, meupun 
informasi yang sifatnya dapat dipercaya dan dapat sesuai dengan kenyataan yang 
ada, maka digunakan Teknik pengumpulan data, antara lain: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara tanya jawab kepada 
pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani perkara perdata. Antara 
lain Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep yang memutuskan perkara ini, 
serta pihak yang turut andil terhadap kasus ini.  
Wawancara (interview) adalah situasi peran antara-pribadi bertatap-
muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untyk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang 
responden.66 Adapun jawaban yang diperoleh penelitian dari Hakim Ketua 
Pengadilan Negeri Pangkep, bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. 
2. Teknik Keputusan, yaitu suatu Teknik penelahaan normative dari beberapa 
peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang 
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berkaitan dengan kasus perdata, serta penelahaan beberapa literatur yang 
relevan dengan materi yang di bahas pada kasus yang terkait. 
3. Dokumentasi, pada metode pengumpulan data atau dokumen yang 
diperoleh dari lokasi penelitian yaitu dokumen Jurisprudensi tentang 
Analisis putusan hakim tentang penetapan ganti rugi lahan kareta api yang 
mengalami proses sengketa di pengadilan, yang telah memperoleh hukum 
tetap. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 
(baik normatfe maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu 
bertolak dari premis normatif.67 
4. Observasi, berupa pengamatan terstruktur guna memperoleh data primer 
penelitian. Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara 
sistematis, tentang yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. 
E. Instrumen Penelitian  
Pada penelitian ini, instrumen atau alat yang peneliti gunakan yaitu 
merujuk pada metodologi penelitia, intrumen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah wawancara tatap muka dan observasi berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan (Pada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep). 
F. Metode Analisis Data 
Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder 
selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalilis. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan 
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dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perudang-undangan, dokumen-
dokumen, buku-buku keputusan, jurisprudensi dan literature lainnya. 
Pada kaitannya dengan analisis putusan hakim tentang penetapan ganti 


























A. Ketentuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Proses 
Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengalihan Tanah Untuk Pembangunan Rel 
Kereta Api Di Pengandilan Negeri Pangkep. 
Pembangunan ruas jalan atau rel Kereta Api, ini akan berdampak pada 
pemukiman kembali terhadap alinyemen/jalur jalan atau rel kereta api. Gangguan 
biasanya dapat diatasi oleh masyarakat sendiri, karena alinyemen tidak lebar. Akan 
tetapi, apabila alinyemen Panjang dan memotong batas administrative, maka 
pembangian tanggung jawab tidak jelas dan hak kepemilikan juga dapat berbeda 
antara ruas jalan. Alinyemen/jalur tersebut mungkin membela tanah milik, jalan 
dan gang, system irigasi, jaringan sosial dan ekonomi, atau jalan menuju ke sumber 
daya. Kadang-kadang juga dibutuhkan untuk sementara waktu, lahan yang akan 
digunakan untuk pekerjaan kontruksi.68 
Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses permohonan 
pembacaan, pengajuan permohonan, jawaban (tidak ada proses mediasi, tidak ada 
replik, maupun tidak ada duplik), langsung pada pembuktian (dimana dilakukan 
pembuktian surat-surat dan saksi), selanjutnya konklusi (kesimpulan dari ke dua 
bela pihak), yang telah berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, 
maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. 
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Untuk dapat memberikan putusan yang menciptakan kepastian hukum dan 
mencerminkan keadilan serta berbijaksana dalam memutuskan, tidak boleh berat 
sebelah, maka hakim sebagai Aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang 
melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebetulnya dan 
harus mengetahui peraturan yang akan di terapkan dalam peraturan hukum yang 
tertulis baik dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak 
tertulis atau hukum adat. 
Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memetuskan perkara ini harus 
sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan yang digunakan oleh majelis hakim 
atau berpedoman pada aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-undang 
Nomor 46 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dan berpedoman pada Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan 
suatu putusan hakim yang mengadung keadilan dan kepastian hukum, serta 
mengadung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus teliti, 
baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara.69 
Pembuktian adalah suatu peristiwa, mengenai adanya suatau hubungan 
hukum, adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang 
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menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang 
kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.70 
Peristiwa hukum yang telah terjadi dapat menimbulkan konsekuensi 
yuridis, dimana terjadinya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan 
kewajiban para pihak. Dalam mengungkapkan fakta-fakta dapat dilakukan dengan 
perbuatan, pernyataan, tertulis, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. 
Dalam meyakinkan majelis hakim perlu adanya tanya jawab para pihak dan majelis 
hakim di muka persidangan ini untuk membenarkan telah terjadi peristiwa hukum. 
Dinamika yang terjadi dalam perkara ini, pemohon ada yang mengajukan 
secara lengkap bukti kwitansi, serta bukti foto rumah yang pertama kali dibangun. 
Dan sebaliknya tim ahli aprisial memberikan pendapat bahwa berdasarkan apa yang 
telah dilaksanakan selama turun ke lapangan untuk menentukan nilai, tim ahli 
aprisial menanyakan langsung kepada masyarakat apakah nilai ini cocok. Tim ahli 
aprisial tidak asal turun, mereka melakukan perhitungan secara acak, mereka 
mempertimbangkan apa yang dilihat apakah benar nilainya seperti ini atau tidak.  
Sehingga pemohon bisa menentukan apa yang ditentukan oleh 
masyarakat, karena tim ahli aprisial terjun langsung ke lapangan, sehingga asusmi 
mereka bahwa berdasarkan tinjauan di lapangan itulah mereka menghitung bukti 
berdasarkan nilai pasar, apakah tanah itu terletak dijalan, apabila terletak di pinggir 
jalan nilainya semakin mahal, berada diposisi yang bagus walaupun jauh tetapi 
strategis nilainya akan mahal, tergantung situasi tanah tersebut. 
                                                             
70 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori 





Pada pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini 
beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. 
Contohnya ada beberapa perkara oleh majelis hakim mengabulkan yaitu terkait 
dengan perkara yang dikabulkan, dalam artian majelis hakim mengabulkan 
permohonan tersebut.  
Pada permohonan tersebut majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai 
rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah kebun, 
bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang lainnya. Majelis hakim 
beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis 
hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada beberapa petunjuk, 
berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. Jadi 
contoh tanah suatu Desa “a”, ternyata disitu dialah yang tertinggi dan hampir semua 
ikut, seperti itu majelis hakim mengambil pertimbangan rasa keadilan, sehingga 
mengambil sama rata-rata semua di daerah tersebut di satu kecamatan atau satu 
kelurahan itu di tinggikan semuanya sama seharga Rp. 97.000., tetapi jika tanah 
kebun banyak terjadi perbedaan ada yang seharga Rp. 250.000., ada yang seharga 
Rp. 150.000., itulah majelis hakim tidak bisa menjadikan fokus untuk menjadikan 
nilai rata-rata tanah kebun, maupun tanah yang diperuntukkan untuk tanaman itu 
karena harga berdasarkan bukti-bukti pemohon tidak sesuai atau acakan ada yang 
seharga Rp. 1.000.000., majelis hakim mencari nilai tanah yang hampir semuanya 





harga Rp. 97.000., itulah majelis hakim menjadikan dasar putusan (Ujar Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Pangkep).71 
Majelis hakim mengabulkan sebagian dari pemohon, karena dari pihak 
pemohon tidak mengajukan aprisial pembanding, dalam artian harusnya pemohon 
semua mengajukan aprisial pembanding, majelis hakim bisa mengambil 
pertimbangan, bahwa apa yang dikatakan ahli pembanding itu bisa dapat 
mengabulkan permohonan secara keseluruhan, tapi karena itu tidak ada 
pembanding, sehingga pertimbangan majelislah hanya mengacu pada tanah 
tersebut. Tanah yang lain, seperti perumahan, rumah-rumah yang di sampaikan oleh 
pemohon yang nilainya harga sekian tidak bisa menjadikan mejelis hakim untuk 
meratakan nilai tersebut, karena susah untuk membuktikan hal tersebut. Sehingga 
hampir semua pertimbangan majelis hakim dalam proses hanya dikabulkan 
sebagian atau hampir semua.  
Pada pembuktiannya pemohon ada yang mengajukan bukti-bukti terhadap 
rumahnya, kwitansi rumahnya, dan lain tidak ada atau tidak lengkap dalam 
pembuktiannya, sehingga tidak dikabulkan. Pada mejelis hakim lain ada yang 
mengabulkan karena secara terperinci ada mengajukan bukti-bukti, sehingga 
dikabulkan sebagian, namun dalam memutuskan ada yang merasa puas dan ada 
yang tidak puas. 
Pada putusan perkara ini terjadi beberapa macam kendala yang dihadapi 
oleh majelis hakim, yakni kurangnya ketidak tahuan pihak-pihak dalam 
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mengajukan saksi, saksi fakta namun tidak jelas, bukti-bukti surat yang diajukan 
belum begitu lengkap, kurang pahamnya masyarakat atau pemohon terkait 
keberatan yang telah diajukan seperti hal baru untuk mereka. Sebelum pemohon 
pengajukan permohonannya mereka masih bertanya bagaimana pengajuan 
keberetan itu, kemudian kurang adanya saksi atau ahli oleh para pemohon. Pada 
Perma Nomor 3 Tahun 2016 dimana majelis hakim harus dituntut cepat selama 30 
hari kerja. 
  
B. Putusan Hakim Terhadap Penetapan Ganti Rugi Sengketa Lahan Kereta 
Api Pada Pengadilan Negeri Pangkep. 
Pada putusan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan, majelis 
hakim melihat ada hal-hal yang mungkin dipandang bisa dikabulkan. Yang masuk 
pada Pengadilan Negeri Pangkep ada kurang lebih 6 perkara dimana merupakan 
keberatan semua, yang menangani hal ini adalah majelis hakim, dan ada juga hakim 
tunggal, exofisial dilakukan secara majelis terkait keberatan tersebut. 
Proses peradilan tentunya ada yang terkadang tidak setuju ketika putusan 
itu tidak memenuhi rasa keadilan, tentunya majelis hakim menyampaikan bahwa 
sebelum membacakan putusan tersebut, silahkan mengajukan pada tingkat kasasi, 
karena majelis hakim pada tingkat pertama adalah bukanlah upaya hukum tingkat 
terakhir dan ada upaya selanjutnya yaitu ada upaya kasasi atau peninjauan kembali 
atau disebut PK. Tetapi dalam memutuskan perkara sudah diatur dalam hukum 






Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan memutus perkara perdata 
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 
Permohonan Keberatan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum antara: 
1. ASTINAIMA, Pekerjaan Honorer, Tempat tanggal lahir Attangsalo 24 
Agustus 1982, Umur 37 tahun, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, 
bertempat tinggal RT 002 RW 001 Kelurahan Attangsalo, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Selanjutya disebut PEMOHON I; 
2. SYAWAL RIANI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir Attangsalo 
16 April 1991, Umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, 
bertempat tinggal RT 002 RW 001 Kelurahan Attangsalo, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut PEMOHON II; 
3. Hj. Daruma, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat taggal lahir Attangsalo 
01 Juli 1961, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, 
bertempat tinggal RT 002 RW 001 Kelurahan Attangsalo, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Selanjunya disebut PEMOHON III; 
4. Hj. SUHADA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir 
Attangsalo 01 Juli 1938, Umur 81 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan 
Indonesia, bertempat tinggal di talaka Kelurahan Talaka, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Selanjunya disebut PEMOHON IV; 
5. H. MUHAMMAD SIDIK, Pekerjaan PNS, Tempat tanggal lahir Pangkep 
30 September 1965, Umur 51 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan 





Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut 
PEMOHON V; 
6. RUMA, Pekerjaan Penati Tambak, Tempat tanggal lahir Attangsalo 03 Juli 
1962, Umur 57 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, 
bertempat tinggal RT 002 RW 001 Kelurahan Attangsalo, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut PEMOHON VI; 
Kesemuanya Pemohon ini dalam hal ini memberikan kuasa insidentil 
kepada KAMARUDDIN, Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Attangsalo 
Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pagkep, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 
Agustus 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 
8/Pen.Pdt G/2019/PN Pangkajene tanggal 05 Agustus 2019 tentang Kuasa 
Insidentil, selanjutnya sebagai PARA PEMOHON KEBERATAN; 
Adapun yang menjadi lawan dalam perkara ini Nomor 19/Pdt.G/2019/PN 
Pkj. Adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten 
Pangkajene dan kepulauan, Provinsi Sulawesi selatan 
berkantor/berkedudukan di jalan Cendana No. 11 Kelurahan Padoang-
doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Hj. SURYANI ARSYID, A. Ptnh, Kepala Seksi 
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; H. ABD. RASYID, S. 
Sos., S.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah; MASYITAH SYAMSIR, S.H., 
Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; 





HASYMI SALIM, S.T., Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar 
dan Tematik; DIMA ADINSA, S.H; NADINE GRACE YUSTICIA, S. Si., 
dan PUTRI REZTU AGRENI. J, S.H., Kesemuanya beralamat di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jalan Cendena No. 11 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan surat kuasa khusus 
tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 
KEBERATAN I; 
2. Kepala Balai Tehnik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, 
berkantor/berkedudukan di jalan perintis kemerdekaan (depan kantor 
POLDA Sul-Sel) Jalan Matoa No. 38, Kelurahan Pai, Kecamatan 
Biringkanaya, Kotamadya Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa 
kepada ACHMAD AFFANDI, Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 
Jawa Bagian Timur; RIZAL FATHONI ASAD, Staf Balai Teknik 
Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur; IRFAN MAKMUR, Staf Balai 
Teknik Perkerataapian Wilayah Jawa Bagian Timur; INDRA HIDAYAT, 
Staf Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Timur; SAPARUDDIN, Staf 
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan ANDI 
IKMAL MAHARDY, Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa 
Bagian Timur, Kesemuanya beralamat pada Balai Teknik Perkeretaapian 
Wilayah Jawa Bagian Timur di jalan Sidoserno Indah Nomor 16 Sidoserno, 
Wonocolo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 





Adapun inti dudukan perkara tersebut sebagai berikut:72 
1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 para Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI 
diundang oleh para termohon Musyawarah bentuk ganti rugi tanah yang 
terkena pembangunan Jalan Rel Kereta Api Trans Sulawesi Makassar-Pare 
pare di Aula Kantor Kecamatan Ma’rang Pada pukul 08.30 Wita; 
2. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan para Termohon langsung 
membagikan berupa rekapan nilai penggatian wajar/ganti rugi yang 
penafsirannya dilakukan tanggal 07 Juli 2017 kepada para Pemohon yang 
berisikan nama-nama penerima ganti rugi dan luas tanah serta tanaman dan 
bangunan yang akan dibebaskan serta nilai ganti rugi yang akan diterima 
termasuk nama-nama para pemohon tanpa melibatkan para pemohon 
dengan cara perhitungan sebagai berikut: 
a. Untuk PEMOHON I memilik 3 (tiga) lokasi: 
- Lokasi pertama empang dinilai sebesar Rp. 80. 000/M2 (delapan puluh 
ribu rupiah permeter persegi); 
- Lokasi kedua empang dinilai sebesar Rp. 80.000/M2 (delapan puluh 
ribu rupiah permeter persegi); 
- Lokasi ketiga kebun dinilai sebesar Rp. 60.000/M2 (enam puluh ribu 
rupiah permeter persegit); 
b. Untuk PEMOHON II tanah sawahnya dinilai sebesar Rp. 60.000/M2 
(enam puluh ribu rupiah permeter persegi); 
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c. Untuk PEMOHON III tanah sawah dan kebunnya dinilai sebesar Rp. 
60.000/M2 (enam puluh ribu rupiah permeter persegi); 
d. Untuk PEMOHON IV memiliki 2 (dua) lokasi; 
- Lokasi pertama empang dinilai sebesar Rp. 80.000/M2 (delapan puluh 
ribu rupiah permeter persegi); 
- Lokasi kedua sawah dan kebun dinilai sebesar Rp. 60.000/M2 (enam 
puluh ribu rupiah permeter persegi); 
e. Untuk PEMOHON V empang dinilai sebesar Rp. 80.000/M2 (delapan 
puluh ribu rupiah permeter persegi); 
f. Untuk PEMOHON VI empang dinilai sebesar Rp. 80.000/M2 (delapan 
puluh ribu rupiah permeter persegi).  
Sehingga pada saat itu para Pemohon langsung melakukan keberatan terhadap 
penetapan harga ganti rugi tanah perkebunan, persawahan, dan tanaman yang 
ada diatasnya serta isi empang itu sendiri. Dengan cara menandatangani Berita 
Acara yang berisikan TIDAK SETUJU atas penetapan harga yang dilakukan 
oleh para termohon. 
3. Bahwa atas keberatan tersebut diatas maka pada tangga 30 Juli 2019 para 
Pemohon mengajukan gugatan keberatan sebagai yang di isyaratkan dalam 
Pasal 5 peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 
tentang tata cara pengajuan keberatan; 
4. Bahwa penentuan nilai harga tanah sawah, kebun dan empang serta segala yang 
ada diatasnya yang dilakukan oleh para Termohon pada tanggal 07 Juli 2017, 





milik para Permohon adalah sawah tehnis (sawah pengairan), kebun yang 
produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkan setiap 
tahunnya, serta empang sangat produktif disamping itu yang mana lokasinya 
berada dipinggir jalan polos kelurahan, serta berguna juga sebagai tempat 
pemancingan yang setiap hari bisa menghasilkan. 
Bukan hanya itu ! 
Penentuan harga tanah empang yang dilakukan para Termohon terkesan 
mengada-ada, hal ini dapat kita lihat dalam table yang dibuat sendiri oleh para 
Termohon tanpa melibatkan para Pemohon selaku pemilik tanah, dimana harga 
empang dinilai hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) permeter 
persegi tanpa memperlihatkan nilai strategisnya. 
Demikian halnya dengan nilai empang PEMOHON I yang dinilai sebesar Rp. 
80.000 (delapan puluh ribu rupiah) permeter persegi yang merupakan taksiran 
yang jauh dari layak oleh karena disamping objeknya dekat dengan jalan poros, 
empangnya juga tidak pernah kering oleh karena objeknya sangat dalam ketika 
dibuat pertama kali, kemudian sangat strategis untuk lokasi pemancingan. 
5. Bahwa penentuan nilai harga tanah perkebunan milik PEMOHON I yang 
hanya ditaksi oleh para Termohon senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) 
permeter persegi yang merupakan kebun produktif yang mempunyai Fasilitas 
penyiraman jika terjadi musim kemarau berupa sumur bor. Karena miliki 
tanaman buah-buahan yang merupakan icon kabupaten Pangkep berupa 
tanaman Jeruk sebanyak 44 (empat puluh empat) batang yang telah berapakali 





(serratus) biji, dengan harga senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per biji. 
Sehingga pendapat PEMOHON I persatu kali panen adalah sebesar Rp. 
44.00.000 (empat puluh empat juta rupiah) per tahun. 
Belum termasuk tanaman lainnya yaitu pohon jati sebanyak 22 (dua puluh dua) 
batang, pohon sukun besar sebanyak 2 (dua) batang, pohon sukun kecil 
sebanyak 20 (dua puluh) batang, pohon pisang 3 (tiga) ruas, pohon Nangka 
sebanyak 3 (tiga) batang. Disinilah letak ketidak profesionalan para pihak 
Termohon karena harga tanaman PEMOHON I hanya dinilai sebesar Rp. 
16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Sementara disebelah kebun 
yang secara kasat mata pohon jeruk sebanyak 5 (lima) batang, pohon jati 
sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, pohon jambu mente sebanyak 1 (satu) 
batang, pohon merica yang baru di tanam sebanyak 2 (dua) batang, dinilai oleh 
para termohon dengan harga Rp. 43.820 (empat puluh tiga juta delapan ratus 
dua puluh ribu rupiah). 
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka para Pemohon mengajukan 
Permohonan kehadapan Ketua Pangadilan Negeri Pangkep, berkenan menerima 
dan memerikasa perkara ini dengan menjatuhkan putusan; 
- Menerima dan mengabulkan keberatan para Pemohon untuk keseluruhannya; 
- Menetapkan ganti rugi terhadap tanah kebun, sawah, empang serta segala yang 
ada diatasnya yang merupakan milik PEMOHON I, II, III, IV, V dan VI dengan 
penilaian sebagai berikut: 






b. Menetapkan harga sawah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu 
rupiah) permeter persegi.  
c.  Menetapkan harga tanah kebun sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh 
ribu rupiah) permeter persegi. 
d. Menetapkan harga pohon Kelapa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) 
perbatang. 
e. Menetapkan harga bambu sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu 
rupiah) per rumpung. 
f. Menetapkan harga pohon jati sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) 
perbatang. 
g. Menetapkan harga pohon pisang sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu 
rupiah) per ruas. 
h. Menetapkan harga pohon manga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) 
perbatang. 
i. Menetapkan harga pohon sukum sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) 
perbatang. 
j. Menetapkan harga pohon asam sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) 
perbatang. 
k. Menetapkan harga pohon jeruk sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) 
perbatang. 
- Menghukum para Termohon untuk membebaskan sisa tanah para Pemohon 





- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para 
Termohon untuk ditanggung secara tanggung renteng. 
Berdasarkan hasil putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari JUMAT, tanggal 06 September 2019, oleh 
bpk FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Hakim 
Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, ANDI IMRAN MAKULAU, S.H., M.H., 
dan FAJAR PRAMONO, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene 
Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pkj tanggal 31 Juli, Putusan tersebut pada hasi Selasa 
tanggal 10 September 2019, diucapkan  dalam persidangan terbuka untuk umum 
oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLI, 
S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa para Pemohon Keberatan dan Kuasa 
Termohon I dan Kuasa Termohon Keberatan II. Memberikan penjelasan mengenai 
“perkara Permohonan Keberatan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.  
M E N G A D I L I 
Dalam Eksepsi: 
 Menolak eksepsi Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II; 
Dalam Pokok Perakra: 
 Menolak Keberatan Pemohon Keberatan; 
 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membanyar biaya perkara 
yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.081.000,00 (satu juta 





   Pemohon yang diterima keberatannya, tentunya ada proses yang dilakukan. 
Pihak Pemohon yang pada akhirnya menerima putusan tersebut, tentunya tinggal 
menunngu dari pihak rel kereta api, apakah nantinya Tim 11 dalam hal ini 
aprisial/pihak rel kereta api menggunakan Permohonan Penawaran sesuai dengan 
Perma Nomor 3 Tahun 2016 mengajukan Penawaran dan terkait dengan Pemohon 
yang merasa keberatan terhadap Putusan tersebut nanti majelis hakim dari 
Pengadilan Negeri Pangkajene akan terjun langsung kepada siapa pun pihak-pihak 
yang tidak mengetahui atau sudah mengetahui termasuk Pemohon, yang tidak 
mengajukan kasasi pun majelis hakim terjun langsung, majelis hakim akan 
menyampaikan bagaimana menawarkan ada uang untuk dibanyarkan apakah 
diterima atau tidak, jika diterima pada akhirnya oleh juru sita oleh Pengadilan 
Negeri Pangkajene maupun saksi yang hadir, kemudian dibuat berita acara 
berdasarkan berita acara terbut nanti tinggal di tandatangani bahwa setuju akan 
melakukan pembanyaran kemudian dibuatkanlah dan akan disampaikan oleh juru 
sita atau pihak kereta api untuk segera melengkapi bukti-bukti atau dokumen-
dokumen yang harus dilengkapi sehingga bisa di banyarkan selama ini mungkin 
ketika setuju tetapi tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada, maka tidak 
dibanyarkan. 
Komentar Peneliti:   
 Terkait dengan Ketentuan hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim tentang 
Proses Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadilan Tanah Untuk Pembangunan Rel 
Kereta Api di Pengadilan Negeri Pangkep, peneliti beranggapan bahwa dalam 





Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 
Peradilan umum, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. 
 Pada pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini 
beragam, karena majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, 
sehingga beranggapan hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis 
hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada beberapa petunjuk, 
berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. 
 Petunjuk itu diambil dengan melihat berbagai macam harga yang diajukan 
oleh pemohon, sehingga majelis hakim mengambil keputusan dengan rasa keadilan, 
dengan nilai tanah yang hampir semuanya sama dan merata, dimana harga yang di 
ambil oleh majelis hakim senilai Rp. 97.000. yang menjadi dasar putusan. 
Terkait dengan Putusan Hakim Terhadap Penetapan Ganti Rugi Sengketa 
Lahan Kereta Api Pada Pengadilan Negeri Pangkep, peneliti beranggapan bahwa 
putusan pada perkara ini telah dikabulkan oleh majelis hakim. Tentunya pemohon 













Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene, maka 
peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketentuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Proses 
Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengalihan Tanah Untuk Pembangunan 
Rel Kereta Api Di Pengandilan Negeri Pangkep. 
Ketentuan hukum dan Pertimbangan majelis hakim dalam memetuskan 
perkara ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan yang digunakan oleh 
majelis hakim atau berpedoman pada aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-
undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dan berpedoman pada 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
Pada proses pengajuan yang diajukan oleh pihak yang tekait dalam artian 
masyarakat yang mengajukan, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep 
mengatakan bahwa masyarakat itu bukan sebuah musyawarah yang dilakukan oleh 
tim apprisial, hanya sebuah perkumpulan untuk menandatangani persetujuan dalam 
masalah ganti rugi lahan, tidak ada perbincangan terlebih dahulu yang dilakukan 





Negeri Pangkep karena tidak menerima keputusan tim apprial” (H. Muhammad 
Sidik, S. Pd).73 
Pada pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini 
beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. 
Contoh ada beberapa perkara oleh majelis hakim mengabulkan yaitu terkait dengan 
perkara yang dikabulkan, dalam artian majelis hakim mengabulkan permohonan 
tersebut. 
2. Putusan Hakim Terhadap Penetapan Ganti Rugi Sengketa Lahan 
Kereta Api Pada Pengadilan Negeri Pangkep. 
Perkara ini telah dikabulkan oleh majelis hakim. Tentunya pemohon tinggal 
menunggu dari pihak rel kereta api untuk memberikan ganti ruginya. jika diterima 
pada akhirnya oleh juru sita oleh Pengadilan Negeri Pangkajene maupun saksi yang 
hadir, kemudian dibuat berita acara berdasarkan berita acara terbut nanti tinggal di 
tandatangani bahwa setuju akan melakukan pembanyaran kemudian dibuatkanlah 
dan akan disampaikan oleh juru sita atau pihak kereta api untuk segera melengkapi 
bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sehingga bisa di 
banyarkan selama ini mungkin ketika setuju tetapi tidak dilengkapi dengan bukti-
bukti yang ada, maka tidak dibanyarkan. 
Pada pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh tim apprisial bervariasi dan 
terkesan mengada-ada, contohnya harga empang dinilai hanya sebesar Rp. 80.000 
(delapan puluh ribu rupiah) permeter persegi tanpa memperlihatkan nilai 
                                                             






strategisnya. Sehingga jauh dari layak oleh karena disamping objeknya dekat 
dengan jalan poros, empangnya juga tidak pernah kering oleh karena objeknya 
sangat dalam ketika dibuat pertama kali, kemudian sangat strategis untuk lokasi 
pemancingan.  
Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep mengambil keputusan setelah 
mempertimbangkan dan menganalisa berbagai macam masalah, sehingga majelis 
hakim mengambil keputusan dengan rasa keadilan, dengan nilai tanah yang hampir 
semuanya sama dan merata, dimana harga yang diambil oleh majelis hakim senilai 
Rp. 97.000, yang menjadi dasar putusan.  
 
B. Implikasi Penelitian 
1.  Dalam mempertimbangkan hukum perlu adanya aturan yang sesuai, 
sehingga apabila melakukan suatu putusan harus sesuai dengan aturannya, 
dan perlu kita ketahui dalam memberikan ganti rugi kepada pemohon harus 
dilihat terlebih dahulu apakah yang diberikan ganti ruginya itu sesuai 
dengan yang ada dilapangan, dan di tergetkan untuk memenuhi ganti rugi 
tersebut. 
2. Pada putusannya majelis hakim perlu mengambil pertimbangan 
menggunakan rasa keadilan dalam memutusan suatu perkara. 
3. Masyarakat atau pemohon untuk bisa lebih menguasai perkaranya apa yang 
diinginkan pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, 
sehingga dalam berperkara bisa dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan 
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